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PERATURAN DAERAH

NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisalcbihtahunanggamnsebelumnyahamsdigmkan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka
perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2010;

I.  Undang-Undaug Nomor 27 Tamm 1959
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat T dj Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomeor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1 820);

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- . 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambah.t:?,y, =
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrsh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12,  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tshun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahﬂ”
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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1. Pendapatan

a. Semula Rp. 717.772.159.000,00
b. Bertambah Rp. 109.571.096.800,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 827.343.255.800,00

2. Belanja
a. Semula ] Rp. 819.845.675.000,00
b. Bertambah Rp. 106.664.719.130,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.926.510.394.130.00

Defisit setelah Perubahan Rp.(99.167.138.330,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 126.573.516.000,00

2) Bertambah Rp. 21.453.767.330,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 148.027.283.330,00
b. Pengeluaran

1) Semula ~ Rp. 24.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 24.360.145.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 48.860.145.000,00

Jumlah Pembiayaan netto sctelah Perubahan  Rp. 99.167.138.330,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan  Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdmdan
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 72.025.500.000,00
2) Bertambah Rp. 7.265.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 79.290.500.000,00
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b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 531.493.136.000,00

2) Bertambah Rp. 56.501.330.800,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.587.994.466.800,00

' 4
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 114.253.523.009,00

2) Bertambah Rp. 45.804.766.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah Perubalian : Rp.160.058.289.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 42.582.600.000,00

2) Bertambah Rp. 2.305.000.000.00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 44.887.600.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 14.197.800.000,00

2) Bertambah Rp.  1.405.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 15.602.800.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp.  6.000.000.000,00

2) Bertambah Rp.  3.000.000.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 9.000.000.000,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 9.245.100.000,00

2) Bertambah Rp.  555.000.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp.  9.800.100.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 93.638.080.000,00
2) Bertambah Rp. 9.764.050.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.103.402.130.000,00

T
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b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 402.021.456.000,00
2) Bertambah Rp. 46.737.280.800,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.448.758.736.800,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 35.833.600.000,00

2) Bertambab/(berkurang) ~ Rp. -
Jumilah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 35.833.600.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. 22.952.000.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak sctelah Perubahan  Rp. 22.952.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 65.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 13.590.330.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 78.590.330.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 49.253.523.000,00

2) Bertambzah Rp. 8.532.436.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 57.785.959.000,00
d. Bantuan KemngandaﬁvahJsiatauPerinthauahuinnya

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. 730.000.000,00

Jumiah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp.  730.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung '
1) Semula Rp. 442.603.870.000,00
2) Bertambah Rp. 61.756.031.130,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.504.359.901.130,00
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b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 377.241.805.000,00
2) Bertambah Rp. 44.908.688.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.422.150.493.000,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana din)aksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pcgawai

1) Semuia Rp. 372.912.940.000,00

2) Bertambah Rp. 77.737.284.130,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.450.650.224.130,00
b. Belanja Bunga

4) Semula Rp. 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 46.951.970.000,00

2) Berkurang Rp. (16.911.970.000,00)

Jumiah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 30.040.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 10.658.960.000,00

2) Bertambah Rp. 430.717.000,00

Jumiah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan ~ Rp. 11.089.677.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula Rp. 9.580.000.000,00
2) Bertambah Rp. 500.000.000,00 _

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubaban Rp. 10.080.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00
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ja

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 41.844.380.575,00

2) Berkurang Rp. (1.393.773.700,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 40.450.606.875,00
b. Belanja Barang dan Jasa ’

1) Semula Rp. 151.596.018.875,00

2) Bertambah Rp. 10.456.467.935,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan  Rp.162.052.486.810,00
¢. Belanja Modal

1) Semula : Rp. 183.801.405.550,00

2) Bertambah Rp. 35.845.993.765,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.219.647.399.315,00

Pasal 4

Pembiayaan Daersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 126.573.516.000,00

%) Bertambah Rp. 21.453.767.330,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.148.027.283.330,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 24.500.000.000,00

2) Bertambah Rp. 24.360.145.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 48.860.145.C00,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref a terdiri dari jemis
pembiayaan :

a. SILPA
1) Semula Rp. 111.573.516.000,00
2) Bertambah Rp. 21.453.767.330,00
Jumiah SILPA tahun anggaran sebelumnya :
setelah Perubahan Rp.133.027.283.330,00
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b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 15.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerrh yang anlsahkan

1) Semula Rp.

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

setelah Perubahan Rp. L
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. . -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumiah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman

setelah Perubahan Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jjenis
pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumish Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan Rp. -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 24.360.145.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) .
setelah Perubahan _ Rp. 44.360.145.000,00
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c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 4.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang

Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp. 4.500.000.000,00

s d. Perrberian Pinjaman Dacrah
T 1) Semula Rp. -

g 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
. Jumlah Pemberian Pinjaman Dacrah dan
& Obligasi Daerah setelah Perubahan Rp. .

Pasal §

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l,tcrcanhnndalam[ampimnyangmempakanbagianyang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I  Ringkasan Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecah;

2. Lampiran II RingkasanP&ubabanAnggnranPenda;mdanBelanjaDm'ah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. LampiranIII Rincian Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

‘o8, Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
; Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negary;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumliah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peratuan Daerah;

. 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-K egiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6

" Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

tapkan di Banjarmasin

a tangaal 15 September 2010
7 \:_/ ik .

;- WALIKOTA -BANJARMASIN,

fus T ® : . .‘-;. 1
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Diundangkan di Banjarmasin
pada tangg 17 September 2010
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